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KEPALA DAERAH Sasaran    : Terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik

Indikator : 1. Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

KEPALA BADAN Sasaran: 1.

Indikator: 1.

SEKERTARIS BADAN Sasaran: 1.

Indikator: 1. 

2.

3.

 

1. 1

. 

2. 2

. 

3. 3

. 

Terkumpulnya konsep rencana kebutuhan 

sarana dan prasarana dengan kondisi baik

PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA

Sasaran: 

Indikator:

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK 

DAERAH

Sasaran: 

Terkumpulnya konsep rencana data bahan dan alat 

perlengkapan barang

Membuat konsep kebutuhan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan

Membuat draft usulan kebutuhan sarana 

dan prasarana

Mencatat dan memperbaiki sarana dan 

prasarana yang dimiliki

Indikator:

1. Jumlah laporan keuangan yang telah di periksa dan diverifikasi

2. jumlah konsep laporan keuangan

1. Jumlah konsep laporan analisis jabatan 

2. Jumlah konsep informasi jabatan yang disediakan  Jumlah laporan data barang milik daerah bahan 

rekonsiliasi 

Jumlah dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah

BENDAHARA

Sasaran: 

Meningkatnya pengelolaan keuangan

ANALIS JABATAN

1. Jumlah SPM

2. Jumlah Laporan Permintaan, pengeluaran dan keadaan kas

Indikator:

ANALIS KEUANGAN

Sasaran: 

Terkumpulnya data bahan laporan keuangan

Sasaran: 

3. Jumlah SPJ jumlah pencatatan dan inventarisasi barang 

milik daerah

CASCADING BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SINJAI

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Nilai SAKIP Bappeda.

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi umum serta efektivitas,efisiensi dan akuntabilitas kinerja aparatur BAPPEDA

Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang akuntabel

Sasaran:

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Terkumpulnya data bahan analis jabatan

3. Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu

Indikator:Indikator:

2. Jumlah jasa pelayanan administrasi kesekretriatan

3. Jumlah dan jenis peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. Jumlah Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2021

Indikator:

Terlaksananya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2. Jumlah Laporan Keuangan Semester dan akhir tahun 2021

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran:

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran serta ketersediaan sarana dan prasarana

Indikator:

1. Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi

Page 1



Page 2

1. 
1. 1. 

2.
2.

3.

4.

1. Persentase kesesuain pelaksanaan 

forum perencanaan yang sesuai 

dengan yang sesuai dengan time 

schedule

1. Jumlah Dokumen Monitoring dan 

Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat 

Daerah.

1. 1. 1. Waktu Pelaksanaan Koordinasi 

Perencanaan Bidang Perekonomian dan 

SDA

1. Jumlah Dokumen Perencanaan 

Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Perencanaan OPD Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia

1. Laporan Musrenbang Anak Kab. 

Sinjai Tahun 2022

1.

2. Persentase Tahapan Perencanaan 

yang telah menerapkan sisten 

Informasi

2. 2. Jumlah Dokumen Perencanaan 

Kewilayahan

- Laporan Konvergensi Stunting 

Kabupaten Sinjai

2. Laporan Pelaksanaan KLA Kab. 

Sinjai

CASCADING TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target

Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD

Indikator 

KEPALA DAERAH

Sasaran 

Terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik

Indikator 

Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

KEPALA BADAN

Sasaran: 

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencaaan OPD 

(RENSTRA dan Renja) Bidang Sosial dan Pemerintahan 

KEPALA SUB BIDANG HUKUM, 

ORGANISASI DAN SDM

Sasaran:

Jumlah rekomendasi hasil 

pemantauan, pengendalian, 

evaluasi dan pelaporan kinerja 

pada urusan penunjang Bappeda, 

Bapenda, BPKAD urusan 

pengawasan, Inspektorat Daerah, 

Kesekretariatan daerah, Badan 

Perencanaan Pembangunan  

Daerah, Badan penelitian dan 

pengembangan, Kepegawaian 

dan pengembangan sumber daya 

manusia yang dihasilkan dan 

disampaikan tepat waktu. 

Indikator:

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Bidang Perekonomian

KEPALA SUB BIDANG EKONOMI

Indikator:

Sasaran:

Indikator:

KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN DAN 

PERIKANAN

Sasaran:

Tersedianya data perencanaan 

pembangunan yang digunakan berdasarkan 

SIPD, serta tersedianya dokumen Monitoring 

dan evaluasi Pembangunan Daerah  

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Jumlah Dokumen hasil Musrenbang 

RKPD

Waktu pelaksanaan koordinasi 

Perencanaan, Penganggaran 

Pembangunan daerah terhadap 

anggaran pusat dan Provinsi.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO 

Sasaran:

Meningkatnya Proses Perencanaan Buttom-

Up yang sesuai degan tahapan

Indikator:

meningkatnya pemanfaatan sistem 

Informasi Pembangunan Daerah dalam 

proses Perencanaan 

Tersusun nya Dokumen Perencanaan 

Tahunan tepat waktu

Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi 

alokasi pendanaan APBN dan APBD 

terhadap kegiatan K/L dan dukungan 

pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas 

Nasional di Daerah

    Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD

Indikator:

KEPALA SUB BIDANG SOSIAL

Sasaran:

KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Sasaran:

KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR, 

PENATAAN RUANG DAN KOMUNIKASI

Sasaran:

Indikator:Indikator: Indikator:

KEPALA SUB BIDANG DATA DAN EVALUASI 
KEPALA SUB BIDANG PEMBIAYAAN 

PEMBANGUNAN 

Sasaran: Sasaran:

Terlaksananya koordinasi, pengendalian, 

evaluasi DAK dan pelaporan kinerja pada 

urusan perencanaan dibidang koperasi, 

usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, 

penanaman modal, perdagangan, 

perindustrian dan energi sumber daya 

mineral yang disampaikan tepat waktu.

Tersedianya rekomendasi, koordinasi, 

evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan, 

Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Tersedianya proposal usulan penyediaan air 

minum, sanitasi pemungkiman, evaluasi dan 

pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub 

Bidang bidang infrastruktur, keciptakaryaan, 

penataan ruang dan komunikasi dibidang 

Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi 

dan Informatika, Persandian, Statistik, 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

Perhubungan, Perumahan yang disampaikan 

tepat waktu

Terlaksannya pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kinerja pada urusan kearsipan, 

perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, 

kepemudaan dan olahraga, kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, pendidikan dan sosial. yang 

dihasilkan dan disampaikan tepat waktu

Tersedianya pengendalian, evaluasi 

kegiatan dan pelaporan kinerja pada 

pada urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, 

ketentraman, kesekretariatan DPRD, 

ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat serta pemerintahan umum 

yang dihasilkan dan disampaikan tepat 

waktu

Tersedianya rekomendasi, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

kinerja pada mitra kerja Sub Bidang  

hukum, organisasi dan SDM

Nilai SAKIP Bappeda

BIDANG SOSIAL dan PEMERINTAHAN

Indikator:

Sasaran

Indikator

Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran 

dan tujuannya dengan indikator yang tepat)

Tersedianya rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Sosial dan Pemerintahan serta pada penunjang urusan Perencanaan

BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD

Meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan pengendalian penganggaran dan perencanaan makro.

Indikator

Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan 

tujuannya dengan indikator yang tepat)

Indikator

Meningkatnya Konsistensi perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencaaan OPD 

(RENSTRA dan Renja) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

SasaranSasaran
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3. Tersusun nya RKPD dan Dokumen 

RPJMD yang berkulitas dan tepat 

waktu

- Matriks Target Pencapaian Indikator 

TPB/SDG

3 Laporan PPRG Kab. Sinjai

2. Laporan Penyelenggaraan 

kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai

2. Jumlah dokumen perencanaan 

opd mitra kerja Sub bidang 

hukum, organisasi dan HAM

1. Terkumpulnya bahan-bahan kerja 

sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Terkumpulnya data hasil analisa serta 

menelaah bahan-bahan sesuai dengan 

anggaran dalam bidang

3. Terkumpulnya laporan hasil 

analisa/penelitian

Indikator:

1. Jumlah draf dokumen bahan dan data 

rencana program

2.  Jumlah konsep data yang di analisa 

3. Jumlah draft laporan hasil analisa

Jumlah rekomendasi hasil 

pemantauan, pengendalian, 

evaluasi dan pelaporan kinerja 

pada urusan penunjang Bappeda, 

Bapenda, BPKAD urusan 

pengawasan, Inspektorat Daerah, 

Kesekretariatan daerah, Badan 

Perencanaan Pembangunan  

Daerah, Badan penelitian dan 

pengembangan, Kepegawaian 

dan pengembangan sumber daya 

manusia yang dihasilkan dan 

disampaikan tepat waktu. 

Sasaran: 

ANALIS PEMBANGUNAN
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